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Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa Pengadaan
tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang
layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
penyebab dan alasan masyarakat yang menolak penyelesaian ganti rugi dalam
pengadaan tanah Waduk Krueng Keureuto dan bagaimana bentuk penyelesaian uang
ganti kerugian yang tidak di ambil oleh pihak yang berhak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan
sifat penelitian yang di gunakan adalah deskriptif, sumber data yang di gunakan yaitu
data primer data skunder, teknik pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu wawancara
dan studi dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif
dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan masyarakat menolak ganti kerugian dikarenakan adanya pro-kontra
antara masyarakat dan dinas terkait, nilai ganti rugi tidak menghitung nilai tanah
permeternya, melainkan nilai tanam tumbuh saja dan tidak sepakatnya dengan harga
yang ditawarkan. Penyelesaian ganti rugi yang tidak di ambil oleh pihak yang berhak
atas tanah dikarenakan masih menolak besaran ganti kerugian yaitu dititipkan di
Pengadilan Negeri setempat dan merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012.

Saran penulis, hendaknya Pemerintah dalam pengadaan tanah Waduk Krueng
Keureuto ini memperhatikan masyarakat terhadap besarnya ganti rugi yang tidak sama
antara pemilik satu dengan yang lain dikarenakan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)
dan Panitia Pengadaan Tanah menilai bahwa semakin sedikit objek yang melekat pada
tanah, maka harga yang ditentukan akan semakin murah/rendah. Kemudian Panitia
Pengadaan Tanah (P2T) seharusnya melakukan upaya mediasi terhadap masyarakat
sebelum akhirnya ganti kerugian di konsinyasi dengan tujuan memberi pemahaman
kepada masyarakat agar melepaskan hak tanahnya.
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